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ABSTRAK 
 
ARFAN (B111 08 454), ” TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCOBAAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Kasus Putusan 
No.980/PID.B/2010/PN.Mks)”, dibawah bimbingan Dr.Syamsuddin 
Muchtar.SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati.SH.,MH 
selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum Pidana 
Materil oleh hakim terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana 
Perdagangan Anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak 
dalam putusan No.980/PID.B/2010/PN/MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait guna 
mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data 
sekunder yang sehubungan dengan penelitin ini. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Penerapan 
hukum Pidana Materil terhadap Percobaan Tindak Pidana Perdagangan 
Anak terhadap putusan No. 980/PID.B/2010/PN.MKS. Didasarkan pada 
fakta-fakta penyidikan, persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi 
keterangan terdakwa, petunjuk, unsur-unsur yang terkandung dalam 
peraturan perundang-undangan. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh 
Hakim terdapat kesesuaian dengan dalam dakwaan dan juga tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 10 
Jo Pasal 2 Undang Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap percobaan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh 
terdakwa Rudini Ismail Alias Doi Bin Amiruddin secara umum telah sesuai 
dengan hukum pidana formil, baik itu berupa keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, serta peraturan Perundang-undangan yang konteks 
dengan kasus ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga 
setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas 
hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan 
manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku 
manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak 
dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. 
Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan 
dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan 
akan semakin meresahkan masyarakat. 
Di dalam setiap lingkungan masyarakat senantiasa terdapat orang-
orang yang dianggap melakukan perbuatan atau perilaku tercela.  Hal itu 
disebabkan, oleh karena tidak mungkin semua kebutuhan dasar manusia 
dapat terpenuhi oleh hasil karya, cipta dan rasa secara layak dan wajar 
dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga menimbulkan pola perilaku 
tertentu dari individu atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan 
perilaku orang banyak.  Dan dianggap sebagai suatu fenomena dalam 
kehidupan masyarakat, tentang terjadinya pola perilaku menyimpang yaitu 
terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang disertai dengan kekerasan 
secara khusus. 
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Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah 
memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lain tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif yang timbul 
didalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan 
dan kemajuan tekhnologi itu sendiri.  Hal tersebut dapat dibuktikan dimana 
pada zaman modern ini taraf kehidupan masyarakat semakin meningkat, 
namun disisi lain terjadinya tindak kriminal juga semakin meningkat baik 
dari segi intensitas dan kualitasnya.. 
Kejahatan sebagai suatu gejala sosial khususnya kejahatan 
dengan kekerasan merupakan masalah abadi dalam kehidupan ummat 
manusia, karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat 
peradaban umat manusia.  Oleh karena itu kejahatan khususnya 
kejahatan dengan kekerasan senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat 
dan tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas, jadi usaha yang 
dilakukan oleh manusia dalam menghadapi terjadinya kejahatan bersifat 
penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk 
mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan.  
Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk 
dapat melihat apakah perbuatan/kejahatan itu bertentangan dengan 
undang-undang. Maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih 
dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. 
Gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada 
waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang 
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dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan 
dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat 
dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan 
demikian oleh masyarakat. 
Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat 
dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. 
Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula 
bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari 
masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut 
masalah kejahatan. 
Didalam KUHPidana telah diatur pada pasal 297. Akan tetapi, 
karena perdagangan orang semakin berkembang menjadi kejahatan 
transnasional yang teroganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan 
komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Kepres Nomor 
88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 
Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tunas yang beranggotakan 
lintas sektoral untuk implementasinya. 
Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan 
sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan 
orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan 
konsolidasi anatara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja 
sama dengan masyarakat luas agar upaya-upaya penanggulangan 
perdagangan orang dapat bekerja secara efektif. Dengan berusaha 
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bersama telah tercapainya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagai salah satu bentuk 
legitimasi agar perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan 
anak sebagai korban. 
Dengan semakin menunjukkan kecendrungan yang terus 
meningkat, diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan 
kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan 
sinergi. Berlansungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin 
memperhatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelengguh 
hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan 
dan anak atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian 
anak yang bersangkutan. 
Maraknya perdagangan orang ini diawali dengan semakin 
meningkatnya pencari kerja baik itu laki-laki maupun perempuan bahkan 
anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna 
untuk mencari pekerjaan.Kurangnya pendidikan dan keterbatasan 
informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak pada 
perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal 
tersebut di atas, di antaranya yang mendominasi adalah faktor 
kemiskinan, tidak tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi 
pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang 
berkempanjangan. 
5 
Perdagangan orang yang mayoritasnya terjadi pada perempuan 
dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern saat ini dan 
merupakan dampak krisis dari multidimensional yang di alami Indonesia. 
Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan 
anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan 
dianggap rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, 
diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. 
Bentuk- bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara 
memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik 
eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern 
lainnya, perbuatan eksploitasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai 
penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan 
mendapatkan untung sebesar-besarnya bagi para pelaku perdagangan 
orang. 
Perdagangan orang pula bertentangan dengan hak asasi manusia 
karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, 
penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan 
kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau 
ekploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa. Jika salah 
satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang 
termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. 
Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perempuan dan anak 
adalah bagian yang sangat penting bagi kelansungan dan kualitas hidup 
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serta penentu masa depan bangsa. Sudah seharusnya tindak kejahatan 
perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan secara 
khusus dilakukan mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang 
sangat esensial dan potensial. Oleh karena itu, kasus-kasus yang muncul 
harus segera ditanggulangi karena korban sangat membutuhkan 
perlindungan dan seiring dengan itu dilakukan pula persiapan dan 
pembinaan yang terencanakepada aparat di lapangan dan kepada seluruh 
element masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi 
aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam 
pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban 
perdagangan orang. 
Sehubungan dengan korban kejahatan perdagangan orang, di 
mana kebanyakan korban perdagangan orang adalah anak dan 
perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi 
keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban 
kejahatan yang merasa mendapat kurang mendapatkan perlindungan 
hukum yang hanya salah satu segi saja. Perlindungan hukum berkaitan 
dengan hak-hak korban dan perlindugan yang bersifat reaktif. Ada 
beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, kompetensi, rehabilitasi, 
dan integrasi.Pada dasarnya (Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992 : 78) 
perlindungan korban  untuk mengatasi dampak yang dirasakan sebagai 
akibat dilakukannya tindak pidana tindak pidana yang bersangkutan. Hak-
hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi 
pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas 
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perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan 
gantu rugi bagi para korban perdagangan orang.  
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan 
menjadikan judul skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis tentang 
Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus 
No.980/PID.B/ 2010/PN.Mks) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat 
dikemukakan Rumusan Masalah Sebagai Berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum Pidana Materil oleh hakim terhadap 
pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak terhadap 
putusan No.980/PID.B/2010/PN/MKS? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak 
dalam Putusan No.980/PID.B/2010/PN/MKS? 
 
C. Tujuan  Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dilakukan oleh hakim 
terhadap putusan No.980/Pid.B/2010/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan tindak pidana percobaan perdagangan anak 
terhadap putusan No.980/Pid.B/2010/PN.Mks. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 
1. Secara Akademis/Teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia berupa tinjauan 
secara hukum terhadap tindak pidana di pedagangna anak termasuk 
didalamnya mengenai sejauh mana pertanggung jawaban pidana dan 
penerapan hukum pidana terhadap pelakunya serta pertimbangan 
putusan hakim menjatuhkan pidananya. 
 
2. Secara Praktis 
Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis, yaitu : 
a. Dapat memberikan kritikan dan masukan bagi aparat penegak 
hukum, dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak 
pidana perdagangan anak. 
b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan 
penelitian atau ilmuan yang berminat untuk kajian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal 
dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut 
delict kadang-kadang juga memakai istilah strafbaar feit. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Leden Marpaung 2005 : 7), arti delik diberi 
batasan sebagai berikut: 
Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.  
Menurut Pompe ( Lamintang 1997 : 182 ), perkataan stafbaar feit 
itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van het algemeen welzjin. 
 
Sedangkan Van Hamel (Zainal Abidin 2007 : 225) menguraikan 
tindak pidana (straafbaar felt) itu sebagai : 
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Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, 
melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk 
dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld 
te witjen). 
 
E. Utrecht (Leden Marpaung 2005 : 7) memakai istilah “peristiwa 
pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum 
pidana. Namun Moeljatno (Andi Hamzah 1994 : 86) menolak istilah 
peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang 
konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, 
tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. 
Moeljatno (Leden Marpaung 2005 : 7 ) sendiri memakai istilah 
“perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih 
sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak 
menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 
menyatakan keadaan yang konkret. 
Zainal Abidin (Andi Hamzah 1994 : 87) mengusulkan pemakaian 
istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh 
Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu 
“perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara 
keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah 
Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai 
di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan 
maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. 
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Tetapi Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah 
padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. 
Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah 
“delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping 
memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula 
Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah 
“delik”. 
Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten). Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van Der Hoeven, 
karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senada 
dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig 
artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan 
istilah delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” 
itu telah bisa dipakai.  
Vos ( Andi Hamzah 1994 : 88)  merumuskan delik itu sebagai  
“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada 
umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.” 
   
Simons ( Leden Marpaung 2005 : 8) memberikan defenisi lebih 
lanjut mengenai delik dalamn arti strafbaar feit sebagai berikut: 
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
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  Van Hattum ,( Lamintang 1997 : 185) mengatakan: 
Oleh karena dengan perkataan “ stafbaar feit” itu seolah-olah “ 
orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada 
waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unsurnya , 
orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di 
dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain 
syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun 
juga disebut  “bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid”, 
termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari 
pelakunya itu sendiri. 
 
Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai 
syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai 
unsur – unsur delik. 
Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah : 
a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam 
rumusan delik; 
b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya; 
c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan 
sengaja, dan  
d. pelaku tersebut dapat dihukum 
 
2. Unsur- unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, 
(Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggungjawabkan 
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Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) 
menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 
2005:10) mengemukakan bahwa : 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid) 
 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa: 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan (Tongat, 2002:3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" 
yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di 
dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di 
dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur 
objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah perbuatan mengambil. 
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b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. 
Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah 
akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain 
akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" 
yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah 
akibat yang berupa matinya orang.  
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 
KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana 
misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di 
tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan 
bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab 
apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena 
juga mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
 
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam hukum 
pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting (selanjutnya di singkat MvT) 
(Rusli Effendy, 1989:80), dolus atau sengaja berarti 
menghendaki mengetahui (willens en wettens) yang berarti si 
pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus 
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mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja 
dibedakan atas tiga tingkatan yaitu: 
a. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif 
utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu 
tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada 
kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti 
akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang 
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
Menurut Memorie van Toelicting atas risalah penjelasan 
undang-undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. 
Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa 
dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. 
Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang 
mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati. 
Lebih lanjut (Rusli Effendy ,1989:26) menerangkan bahwa 
kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah toh timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
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Mengenai MvT tersebut,  Satochid  Kartanegara  (Leden Marpaung, 
2005:13) mengemukakan bahwa : 
Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan 
diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan 
dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta 
harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan 
itu. 
 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005:25) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah : 
Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-
hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat 
perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan 
dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang 
berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin 
akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan 
terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu 
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat 
diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat 
mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu 
dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga 
lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan 
tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu 
perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si 
pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. 
 
B. Percobaan 
1. Pengertian Percobaan 
 Berdasarkan Konkordansi terhadap hukum pidana yang berlaku 
dinegeri Belanda, di Indonesia pun sampai sekarang, sistem yang berlaku 
dinegeri Belanda itu dianut pula. Apakah sistem ini akan kita berlakukan 
dalam waktu-waktu yang akan datang, atau mengikuti sistem dinegara-
negara sosialis seperti Rusia, semua ini tergantung kepada 
perkembangan kesadaran hukum kita nanti. 
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Mencoba pada umumnya berarti, melakukan suatu tindakan dalam 
usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, 
dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil, atas hasil mana mungkin akan 
ada usaha-usaha lanjutannya. Dalam rangka hukum pidana, jika kita 
berbicara mengenai percobaan, justru tujuan tertentu itu belum/tidak 
tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan 
dalam usahanyauntuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana perwujudan 
niat, tindakan dan apa sebabnya tujuan itu tidak tercapai. 
Sebaliknya, beberapa pakar yang berpendapat bahwapercobaan 
merupakan suatu perluasan pemidanaan, memberikan alasan-alasan 
bahwa istilahpercobaan bukan menentukan suatu “bentuk khusus” dari 
tindak pidana, melainkan bukan menetukan tentang suatu rumusan tindak 
pidana, seperti ternyata menurut bunyi pasal 53 KUHP. Justru dengan 
menghubungkan/mengkombinasikan suatu pasal tindak pidana 
percobaan, baru dapat dipidana petindak karena kelakuan tersebut. 
Alasan-alasan ini dengan pendirian bahwa pada umumnya petindak dari 
suatu tindak pidana hanya akan dipidana, jika tindak pidana itu sudah 
sempurna dilaksanakan. 
2. Unsur-unsur Percobaan 
Sistem hukum pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa 
pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah kejahatan (pasal 
53 KUHP). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana 
(pasal 54 KUHP). Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekwen 
dipedomani. 
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 Ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP). 
1. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah 
dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, 
dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena 
keadaan-keadaan diluar kehendaknya. 
 
 Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk 
melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 
KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan 
kejahatan. 
 Permulaan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perumusan 
percobaan, kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan 
harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang 
mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, 
Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan 
dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan 
ajaran tentang dasar-dasar pemidanaan percobaan, maka ia 
termasuk dalam ajaran percobaan subjektif. 
 Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar 
kehendak petindak. Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal 
yang menjadi perhatian yaitu: a.tidak selesai b.hanyalah c. 
Keadaan-keadaan diluar kehendak petindak. Yang tidak 
selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi 
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak 
sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut 
rumusannya.  
2. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan 
itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga. 
3. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang 
diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang 
maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan. 
4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan 
selesai. 
 
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) 
1. Pengertian Perdagangan Orang menurut KUHP 
Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP 
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang 
dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara 
eksplisitdalam Pasal 297, tetapi tidak ada defenisi secara resmi dan jelas 
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tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat 
dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat yang dapat digunakan 
oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian 
adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah 
umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah 
umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan 
perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat 
perlindungan hukum dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan 
anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. 
 Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai 
macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan 
orang. Seperti perdagan orang melalui jeratan utang. Selain itu, pasal ini 
tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi 
kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegak hukum 
akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Jadi, 
akan sulit untuk menghukum meraka yang melakukan penyekapan karena 
KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan 
sanksi untuk kejahatanini tergolong ringan. Ancaman hukum penjara 0-6 
tahun tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset. 
 Dengan demikian, dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk 
digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-
undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh 
standar internasional. 
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 Pasal 297 tidak menjelaskan tentangeksploitasi sebagai unsur 
tujuanatau maksud dari perdagangan wanita dananak laki-laki di bawah 
umur, tetapi dalam penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sughandi 
bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar 
negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa. 
Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut (R. Soesilo 
1976 : 188) bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempian 
adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk 
menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini meraka 
yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk di kirim ke 
luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran. 
 Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud 
dalam Pasal 297 lebih diujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan 
penyerahan perempuan guna dilacurkan.kenyataan perdagangan 
perempuan dan anak laki-laki di bawah umur  dapat juga terjadi dengan 
tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. 
Penjelasan pasal tersebut mpakan penjelasan tidak resmi artinya bukan 
penjelasan dari Negara yang merupakan penjelasan dari KUHP. 
 Perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam Pasal 297 juga 
menimbulkan banyak penfsiran mengenai pengertian di bawah umur, 
apakah hanya dikenakan kepada wanita dan anak laki-laki yang di bawah 
umur, atau wanitanya adalah wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah 
umur, yang akibatnya anak perempuan dan laki-laki dewasa tidak 
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terlindungi. Adapun asas Hukum Pidana menentukan bahwa Hukum 
Pidana menganut sistem interpretasi negatif, yaitu tidak boleh ada 
interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri. 
 
2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang 
Nomor 21  Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
Dalam Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 
 Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
sesorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
eksploitasi untuk orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
 
 Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata 
mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan tindak pidana perdagangan 
orang merupakan delik  formil. Dengan demikian, yang harus dipahami 
dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya tindak pidana 
perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan 
yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi 
harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang 
timbul. 
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 Cara melakukan tindak pidana perdagngan orang dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang merupakan unsur dari tindak pidana orang, yaitu dengan 
kekerasan, atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, 
penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau 
penjeratan utang. Jadi, rumusan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang yang digunakan sebagai jalan atau cara melakukan tindak pidana 
perdagangan orang, yaitu ancaman kekerasan dan kekerasan yang sudah 
dijelaskan dalam Bab 1, sedangkan cara penculikan, penyekapan, 
penipuan,tidak dijelaskan  dalam Undang-Undang Bomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi 
ditemui dalam pasal-pasal dalam KUHP dan pasal-pasl yang 
dikualifikasikan mengatur tindak pidana yang lain dengan tindak pidana 
perdagangan orang. 
 Sehubungan dengan pandangan Utrech (Farhana, 2010: 116) 
bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan 
yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang 
diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat 
dihukum, maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat 
perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan 
perbuatan merekrut, mengirim, dan penyerahterimaan  dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, 
penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan ataupenjeratan 
utang. Unsur kesalahan digambarkan secara implisit dalam rumusan 
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untuk tujuan mengeksploitsai atau berakibat mengeksploitsai atau 
berakibat tereksploitasi orang tersebut. 
 Tindak pidana percobaan perdagangan orang dapat dihukum 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Pasal 9 yang menyebutkan sebagai berikut:  
“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu 
tidak terjadi, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 40.000.000 dan paling banyak Rp. 240.000.000,00”  
 
Pasal 9 diatas sejalan dengan Pasal 163 bis KUHP ayat (1) yang 
menyebutkan bahwa: 
“Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut 
dalam Pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya 
melakukan kejahatan, diancam dengan pidana paling lama enam 
tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak 
mengakibatkan  kejahatan atau percobaan kejahatan dipidana, 
tetapi dengan ketentuan, sekali-kali dapat dijatuhkan pidana yang 
lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu 
sendiri”. 
 
Dalam hal penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 
diatur dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana 
perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka 
setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang 
terorganisir tersebut dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). 
Kelompok yang terorganisir dijelaskan dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam Pasal 16 bahwa  yang dimaksud dengan kelompok yang 
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terorganisir adalah: 
“kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, 
yang ekstensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan 
melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur  dalam 
undang-undang ini dengan tujua memperoleh keuntungan materiil 
atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”. 
 
 Jadi, setiap orang dalam kelompok terorganisir tersebut melakukan 
tindak pidana perdaganga orang disamkan sebagai pelaku tindak pidana 
perdagangan orang dengan ancaman hukuman yang sama juga. Berbeda 
dengan KUHP yang sama diatur dalam pasal 55 bahwa pelaku dibagi 
dalam beberapa kategori. 
 
D. Pengertian Anak 
 Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang anak 
adalah anamah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 
asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 
undang-Undang Dasar 1945  dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, 
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 
 Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 
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kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara utnukmemberikan perlindungan pada anak masih 
memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai 
landasan yuridis bagi pelaksana kewajiban dan tanggung jawab tersebut. 
Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya 
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 
dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
 Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
memelihara hak asai tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan 
oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraa  perlindungan 
anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas 
dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya secara optimal dan terarah. 
 Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus  demi 
terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, abik fisik, mental,spritual, maupun sosial. Tindakan 
ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki 
nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta 
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatua bangsa dan negara. 
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 Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 
belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 
menyeluruh, dankomprohensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan atas asas-asas 
sebagai berikut : 
a) Nondiskriminasi; 
b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c) Hak untu hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d) Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam melakukan pembinaan, pemgembangan, dan perlindungan 
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisai masyarakat, 
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan 
 
E. Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi 
pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada 
umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma 
yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar 
menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
Kalangan   hukum   lazimnya   beranggapan   bahwa   hukuman 
merupakan   penderitaan,   sedangkan   imbalan   merupakan   suatu 
kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan 
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mengikutinya  
Para pakar   memberikan   pandangan   berbeda-beda   dalam - 
suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para antara lain 
sebagai berikut (Hambali, 2005:23): 
a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi 
terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-
undang,  dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan 
terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. 
b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman 
pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang 
telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati 
sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. 
c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan 
atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia 
atau organisasi sosial. 
d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang 
dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa 
yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang 
menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan 
keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh 
pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat 
pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. 
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g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang 
unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap 
akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau 
penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun 
kaidah sosial nonhukum, dan merupakan kekuasaan untuk 
memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu. 
Lebih lanjut (Kanter dan Sianturi, 1982:30), tugas sanksi adalah 
merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma 
hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi 
seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar 
hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau 
ciri-ciri sebagai berikut: 
Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. Pidana 
dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik menurut 
undang-undang. 
 
Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah 
sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi dalam 
hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan 
sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang) berupa 
pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan   
kepada   seseorang   yang   telah   melakukan pelanggaran kaidah hukum 
atau delik menurut undang-undang. 
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1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
a. Pengertian Pidana 
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat 
dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana)) yang 
mempunyai arti bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. (Adami Chazawi, 2005:67). 
Menurut Samidjo pengertian hukum pidana sendiri secara 
tradisional adalah “Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang 
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnyayang 
diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”. 
Sedangkan Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian 
istilah hukum pidana bahwa: 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 
untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut; 
2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar 
larangan tersebut.  
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Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan dan hukum pidana 
formil. Mr.J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut: 
“Hukum pidana materiil terdiri atas tindakan pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 
acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib 
yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”. 
 
Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum materiil dan hukum 
pidana formil sebagai berikut: 
Isi hukum pidana adalah; 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana. 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang membuat dapat dihukum pidana. 
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya 
dapat dihukum pidana. 
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang harus dijatuhkan. 
 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian 
peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah 
yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus 
bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan 
hukum pidana . 
 “Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan yang 
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggaran pidana. 
 Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang 
tertentu, atau kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidan 
materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta 
mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.” 
 
b. Pemidanaan 
Dewasa ini kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada 
umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang pereorangan atau 
hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan 
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masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari 
kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang 
sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan 
perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah 
mengalami proses dan lamban. 
Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah 
memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. 
Persoalannya sekarang adalah “apakah dasar pemidanaan?” Dengan 
kata lain “Apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh 
penguasa?” Namun demikian, karena ada hubungan erat dengan hukum 
pidana, maka akan diuraikan dasae pembenar pemidanaan terutama 
berkembang apa abad ke 18 dan 19. Apabila misalnya seseorang 
mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat 
memberikan dasar atas hak itu. Jelas yang menjadi persoalan adalah 
dasar pembenaran dari adanya hak penguasa dalam menjatuhkan pidana. 
Dasar-dasar tersebut dapat ditemukan melalui beberapa tolak-pangkal 
pemikiran seperti ke-Tuhanan (theologis), bertolak pangkal kepada 
falsafah, atau bertolak pangkal kepada perlindungan hukum (juridis). 
 
2. Jenis-Jenis Pidana. 
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai 
Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari: 
a. Pidana pokok, antara lain: 
- Pidana mati 
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- Pidana penjara 
- Pidana kurungan. 
- Denda. 
b. Pidana tambahan, antara lain : 
- pencabutan beberapa hak tertentu 
- perampasan beberapa barang tertentu 
- pengumuman putusan hakim.  
 
a. Pidana Pokok. 
1) Pidana Mati. 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati 
termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam 
prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan 
hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh 
tahun (lihat Pasal 340 KUHP). 
Menurut (Waluyadi,2003:179), di dalam Pasal 2 sampai Pasal 
16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar 
memuat tata cara tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara 
ketentuan yang terpenting adalah: 
1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman 
mati, wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang 
pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh pihak yang 
diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi atau Jaksa). 
2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, 
maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai 
lahirnya bayi yang dikandungnya. 
3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh 
Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan menurut 
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wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut 
dijatuhi pidana mati oleh hakim. 
4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak 
yang dipimpin oleh Polisi yang perwira. 
5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, 
setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa. 
6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan 
umum. 
7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) maka 
jenazah diserahkan kepada keluarganya. 
8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) 
dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak 
yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus 
memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan 
kata-kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang 
dianggap penting dan perlu oleh terdakwa. 
9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau Jaksa 
Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang 
pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian 
diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
yang kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan. 
10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan 
hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya dapat 
menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut apabila ia 
menghendaki atau atas permintaan terpidana. 
 
Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHAP, 
terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan banding, 
kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum 
tersebut berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang 
grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi 
kepada Presiden. 
 
2) Pidana Penjara. 
Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur 
hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan 
34 
alternatif dari pidana mati. (Lamintang ,1988:69) mendefinisikan 
bahwa yang dimaksud dengan hukuman penjara adalah : 
"Suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 
seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang 
dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melanggar peraturan tersebut". 
 
Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 
12 KUHP, yang mengatur: 
a. Pidana penjara seumur hidup atau sementara 
b. Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-
kurangnya satu hah dan selama-lamanya lima belas tahun 
berturut-turut 
c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-
lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal 
kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim 
sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau pidana 
penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam 
hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana 
ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena 
berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan 
Pasal 52. 
d. Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua 
puluh tahun. 
 
Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka 
seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang 
telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua 
puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu 
selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga 
puluh) hari (Pasal 97 KUHP).  
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3) Pidana Kurungan. 
Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur dalam 
Pasal 18 KUHP, yang mengatur: 
a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari 
dan selama-lamanya satu tahun. 
b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun 
empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, 
sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena 
berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan 
Pasal 52. 
c. Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun 
empat bulan. 
 
Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam 
penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat 
beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman 
penjara, antara lain : 
1. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana 
saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah 
di mana terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu 
dijatuhkan. 
2. Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya 
lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman 
penjara. 
3. Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat 
memperbaiki  nasibnya dengan biaya sendiri menurut 
peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-
undangan (Pasai 23 KUHP).  
36 
4. Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman 
kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu 
tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan dalam hal gabungan delik, berulangkali melakukan 
delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut 
menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah 
sepertiganya (Pasal 52 KUHP).  
4) Pidana Denda. 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa 
hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana 
pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif 
dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu 
iintas (untuk pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1992). 
(Waluyadi, 2003:202) mengatakan, menurut KUHP maupun di 
dalam undang-undang yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa 
hukuman denda mengalami posisi sebagai berikut: 
a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama dengan 
tidak memberikan jenis pidana lain untuk mengganti pidana 
denda. 
b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara 
pidana utamanya adalah pidana kurungan. 
c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari 
pidana penjara. 
d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara 
oidana kurungan sebagai alternatif. 
e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana penjara. 
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f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana 
kurungan, sesuai daiam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, 
dan Pasal 532 KUHP. 
g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan 
atau disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat 
dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang 
Delik Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No,31 Tahun 1999. 
 
Lebih lanjut (Waluyadi, 2003:205), pada prinsipnya perihal 
mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal- 
hal sebagai berikut: 
a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima 
sen. 
b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. 
c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 
d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai 
berikut: 
-  Jika denda atau setengah rupiahatau kurang,  gantinya 
satu hari, 
-  Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya 
tidak iebih dari satu hari, 
e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, 
karena ada gabungan kejahatan, karena berulang 
membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 
KUHP. 
f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari 
delapan bulan (Pasal 30 KUHP). 
 
b. Pidana Tambahan. 
1) Pencabutan beberapa hak tertentu. 
Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa 
cencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur 
aalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP. 
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Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang 
tertuangdalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak 
dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan 
penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabiia hakim hendak 
menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, 
seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan 
beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok. 
Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa 
apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim dapat 
sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan 
beberapa hak tertentu. Ha! ini sesuai dengan pendapat dari 
(Waluyadi,2003:213), dengan mengatakan : 
"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif 
tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga 
ia menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan 
beberapa hak tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan 
dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dapat 
dikenakan pidana tambahan tersebut, di samping pidana 
pokoknya." 
 
Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang hanya 
menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa : 
a. Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak 
tersebut pada Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5; 
b. Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-125, 
maka dapat dijatuhkan pu!a pidana pencabutan hak-hak 
tersebut dalam Pasal 35ke-1 sampai dengan ke-5; 
c. Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan yang 
diterangkan dalam Pasal 127 maka yang bersalah dapat 
dipecat dari jabatan yang dijalankan pada waktu 
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melakukan kejahatan itu, dari hak yang tersebut dalam 
Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-4 dan dapat puia 
diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. 
 
Jika   pembuat   undang-undang   tidak   menjelaskan   dan 
menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan seperti tersebut 
dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan Pasal 110-125 KUHP 
sementara pasal di luar itu tidak ditegaskan untuk tidak dibebani 
pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, akan 
memberikan pengertian bahwa jenis pidana tersebut dapat di 
mungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka 
akan kembali kepada keyakinan hakim. Dalam arti, apakah sesuatu 
kejahatan itu perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan 
beberapa hak tertentu atau tidak sangat tergantung kepada 
penilaian hakim. 
 
2) Perampasan Beberapa Barang Tertentu. 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang 
adaiah pengaiihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan 
hukum. Istilah lain dari kata perampasan barang ini dapat kita 
temukan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud 
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyelidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 ke-16 KUHAP). 
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Mengacu pada KUHP dan KUHAP akan memberikan 
penafsiran yang berbeda daiam memberikan dua jenis fungsi dan 
maksud dari penyitaan itu. Menurut KUHAP, penyitaan akan 
dilaksanakan oleh penyidik (penyidik Polri dan atau penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk itu) guna 
kepentingan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan: 
sidang pengadilan), atau dengan kata lain bahwa maksud dari 
penyitaan dalam KUHAP adalah untuk kepentingan pembuktian. 
Berbeda dengan KUHAP, penyitaan menurut KUHP adalah 
demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan 
keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman 
pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP, 
yang mengatur : 
1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan 
kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya 
untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas. 
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan 
tiada dengan sengaja atau karena melakukan 
pelanggaran, boleh juga dijatuhkan pidana rampasan itu 
dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang. 
3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang 
yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanyalah tentang barang yang sudah disita. 
 
Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari 
penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya barang-
barang yang dapat disita dan penyitaannya harus berbarengan 
dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi: 
- Benda yang diperoleh dari kejahatan; 
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- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan; 
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak 
sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui 
undang-undang. 
3) Pengumuman Putusan Hakim. 
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan 
pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan disidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini, dalam 
hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum 
pemeriksaan sidang pengadilan. 
Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menegaskan 
agar semua putusan diucapkan dalam situasi sidang yang terbuka 
jntuk umum, maka dalam permulaan sidang pun disyaratkan 
nendaknya dllaksanakan dengan terbuka untuk umum serta 
menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh 
terdakwa atau saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 
153 KUHAP yang menentukan bahwa : 
1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan 
bersidang. 
2. a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang 
pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam 
bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan 
saksi. 
. b. la wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau 
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau 
saksi memberikan jawaban yang tidak bebas. 
3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat 
menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. 
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4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang 
belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang. 
 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan 
sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat 
dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain 
hukum  pidana  dianggap  tidak mampu  dalam  memberikan  atau 
menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. 
(Waluyadi,2003:30) berpendapat: 
"Hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai crimum meridium, 
yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui 
akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar 
hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan 
memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin. 
 
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya 
pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, 
dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum 
dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut 
diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan oenderitaan, nestapa atau 
segala sesuatu yang tidak mengenakkan secara tegas kepada pihak-
pihak yang telah terbukti melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah 
melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan 
untuk membalas si pelaku delik. 
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Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang 
membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya teori 
absolut dan teori relatif (Leden Marpaung, 2005:4). 
a. Teori absolut. 
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan 
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang 
mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota 
masyarakat. 
 
b. Teori relatif. 
Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut: 
1) Menjerakan 
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau 
terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya 
(speciale preventie) serta masyarakat umum mengetahui 
bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan 
terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa 
(generate preventive). 
2) Memperbaiki pribadi terpidana 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama 
menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia 
tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada 
masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. 
3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. 
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan 
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membuat   terpidana   tidak   berdaya   dilakukan   dengan 
menjatuhkan hukuman seumur hidup. 
Jadi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk 
melindungi dan juga memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan 
keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. 
Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau 
penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai 
suatu kesatuan yang utuh (Leden Marpaung 2005:5). 
 
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi:  
“pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan –kesalahan 
terdakwa”. 
 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai 
aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisrudensi dan kasus 
posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menerapkan 
pendiriannya. 
1. Berdasarkan Undang-undang atau Secara Yuridis 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Undang-undang yang mengatur tentang tiga dasar yang 
menyebabkan pidana umum adalah: 
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1) Dasar pemberatan karena jabatan 
2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan 
3) Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive). 
1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan 
Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 
KUHP yang rumusan lengkapnya. Adalah : 
Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang 
istimewa dalam jabatannya, karena melakukan perbuatan yang 
boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya 
upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boelh 
ditambah sepertiga. 
 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP ini 
adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pegawai negeri) mengenai empat hal, adalah dalam 
melakukan tindak pidana dengan: 
a) Melakukan suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
b) Memakai kekuasaan jabatannya; 
c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 
2) Dasar pemberatan pidana karena menggunakan bendera 
kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52a KUHP yang 
berbunyi:  
“bilamana pada waktu melakukan kejahatan menggunakan 
bendera kebangsaan republic Indonesia, maka hukumannya 
untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiganya”. 
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3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) 
Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat 
(sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti 
yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang 
setelah dipidana, menjalaninya, yang kemudian melakukan tindak 
pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-
syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang 
merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya 
melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada 
syarat-syarat tertentu yang diberikan undang-undang. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 pemberatan 
pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana 
yang diancam pada kejahatan yang bersangkutan. Pemberatan 
pidana sebagaimana diatur Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
harus memenuhi dua syarat: 
a) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana 
yang telah dijatuhkan oleh hakim, atau ia dibebaskan dari 
menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua 
kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidananya belum 
kadaluarsa. 
b) Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu 
belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian 
atau seluruh pidana yang dijatuhkan. 
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b. Dasar Diperinganannya Pidana Khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana 
yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam 
tindak pidana. Dasar diperingannya pidana khusus oleh karena di 
dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana 
tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
 
2. Berdasarkan Subjektif 
Selain secara yuridis, dasar yang memberatkan dan meringankan 
hukuman/pidana dapat juga dilihat secara subjektif dengan melihat syarat 
pemidanaan yang terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan 
meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alas an 
pembenar. Unsur yang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang 
meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (dolus) atau 
kealpaan (Culpa) serta tidak ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat 
pemidanaan tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum menjatuhkan pidana, 
terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan 
yang meliputi aspek korban atau pelaku. Aspek korban meliputi kerugian 
atau penderitaan akibat tindak pidana yang didalamnya serta derajat 
kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana. 
Kerugian atau penderitaan yang besar atau berat merupakan aspek 
memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau 
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ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek yang 
meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan 
korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang 
dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
pidana yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan Undang-undang 
No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan 
kehakiman Pasal 27 ayat 2 dimana telah dilakukan perubahan terhadap 
undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 
tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu telah 
dibentuk Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman yang telah disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya. 
Pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 1970 berbunyi: “Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 
pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. 
Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana oleh Undang-
undang dijamin kemandirian dan kebebasannya. Demikian pula dengan 
simbol-simbolnya maupun dengan janji-janji dan kode etik profesinya 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberi kebebasan di dalam 
menentukan benar salahnya seseorang dan jenis pidana apa yang akan 
dijatuhkan serta berat ringannya. 
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Sebelum mengambil keputusan perkara pidana maka Hakim 
dituntut pula untuk mengetahui apa makna dari kebebasan dan 
kemandirian serta dituntut pula untuk mengetahui tujuan dari pidana dan 
pemidanaan, sehingga putusan Hakim diharapkan akan memberikan 
putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 
Putusan yang adil dan benar adalah putusan yang mencerminkan 
tingkat kesadaran hukum masyarakat.Kualitas putusan pengadilan adalah 
tergantung pula dengan kualitas dari Hakimnya. Hakim yang berilmu, 
berpandangan luas, bermoral dan akhlak yang baik, memegang teguh 
etika profesi lebih diharapkan lahir suatu putusan yang berkualitas sebab 
dengan Hakim yang berkualitas maka ia akan berfikir, berbuat  mengambil 
putusan dengan pertimbangan yang rasional, hati-hati dan cermat, dapat 
memikirkan apa yang akan terjadi. Putusannya akan memberi manfaat 
apa tidak bagi terdakwa khususnya bagi masyarakat dan lengkungannya. 
Hakim yang berkualitas adalah Hakim yang menguasai Undang-
undang secara baik dan benar, selanjutnya mengguankan Undang-
undang tersebut secara baik dan benar dalam kasus-kasus kongkrit. 
Hakim sendiri juga harus mengetahui nilai-nilai (tingkat) kesadaran hukum 
masyarakat sehingga putusan Hakim selalu dilandasi pertimbangan-
pertimbangan hukum (motiverd) yang lengkap dan sistematis sehingga 
orang mendengar atau membaca suatu putusan dapat mengetahui jalan 
pikiran Hakim dalam mengambil putusan. 
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Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai 
pertimbangan  yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas 
keadilan. Setiap  putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga 
kemungkinan sebagai berikut:  
a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu 
pemidanaan  terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa 
pada perbuatan yang telah  dilakukan dan perbuatan itu adalah 
suatu tindak pidana menurut hukum  dan keyakinan cukup 
dibuktikan 
b. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut 
hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan 
keyakinan tidak  terbukti.  
c.  Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan 
terdakwa  menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi 
apa yang dilakukan  terdakwa bukan merupakan suatu tindak 
pidana. 
Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan 
hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan 
tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah 
menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam 
surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila 
keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera 
dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar 
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supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat  
penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya 
dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.  
Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena 
idealnya putusan harus memuat idée des recht, yang meliputi tiga unsur 
yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit), dan 
kemanfaatan (zwechtmassigkeit).Ketiga unsur tersebut semestinya oleh 
hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, 
sehingga pada giliranya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan 
memenuhi harapan para pencari keadilan. 
Mochtar kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, 
eksekutif, maupun legislative.Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, 
diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang 
berlaku dan juga berdasarkan keyakinanya yang seadil-adilnya serta 
memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum dan 
badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak 
masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri 
Makassar yang berada di Kotamadya Makassar. Alasan pemilihan lokasi 
penelitian di Kotamadya Makassar, dengan pertimbangan bahwa 
Pengadilan Negeri Makassar merupakan sentral pengadilan yang berada 
di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Kotamadya Makassar merupakan 
domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh 
informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi 
terciptanya penegakan hukum yang lebih adil di Kotamadya Makassar. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, 
maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal 
ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
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2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal 
ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara dan diskusi. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang 
terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
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D. Teknik Analisa Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 
khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kasus Posisi 
Dakwaan Pertama 
Terdakwa dalam hal ini Rudini Ismail Alias Dhoi Bin Amiruddin, 
pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 18:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan April 2010, 
bertempat Hotel Mulia Kamar 207 Jln.Nusantara Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan tindak pidana membantu 
atau melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau 
memberi bayaran orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 
di Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa berawal ketika saksi Pr.Risqi berkenalan dengan terdakwa 
di Retro’s cafe dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai waters, dan 
akhirnya perkenalan tersebut berlanjut menjadi pertemanan. Setelah 
beberapa hari setelah perkenalan tersebut, terdakwa menelpon Pr.Risqi 
dan meminta Pr.Risqi untuk datang kerumah terdakwa dan menginap. 
Saat saksi Pr.Risqidatang kerumah terdakwa lalu menceritakan kepada 
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saksi Pr.Risqi mengenai kegiatannya selama ini yaitu mencarikan laki-laki 
yang ingin berkencan (berhubungan badan) dengan wanita, dan bagi 
wanita yang mau diajak berkencan tersebut akan mendapatkan imbalan 
setelah melakukan hubungan badan. Setelah mendengar ceritera 
terdakwa tersebut, saksi Pr.Risqi merasa tertarik karena selama ini saksi 
Pr.Risqi mempunyai masalah dengan keuangan. 
Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa lalu mengajak saksi 
Pr.Risqi untuk menemui seseorang di Hotel Mulia dan sesampainya di 
Hotel terdakwa lansung menemui Lk.Ko Hendra yang adalah orang yang 
adalah orang yang digunakan Kepolisian sebagai cepu/peluncur untuk 
mengungkap  kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa, 
dimana sebelumnya Lk. Ko Hendra telah menghubungi terdakwa dan 
memesan dicarikan perempuan yang masih virgin / perawan karena ada 
tamu yang memesan, dan akhirnya terdakwa menyanggupi dengan 
ketentuan harus sesuai dengan harganya yang mana terdakwa 
memasang harga untuk perempuan yang masih virgin sebesar Rp. 
30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah). Dan jika telah berhasil, terdakwa 
menjanjikan kepada Lk. Ko Hendra keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 ( 
lima juta rupiah ) untuk dibagi dua sedangkan sisanya akan diserahkan 
kepada  Pr. saksi Risqi yaitu Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ). 
Namun belum sempat terdakwa menerima apapun dari hasil transaksi 
tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian yang menyamar sebagai tamu yang 
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memesan lansung menangkap terdakwa dan membawa ke Polresta 
Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut. 
Dakwaan Kedua: 
Bahwa ia terdakwa Rudini Ismail alias Doi Bin Amiruddin pada 
waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas 
telah melakukan tindak pidana perdagangan, menjual, atau menculik anak 
untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
 Bahwa berawal ketika saksi Pr.Risqi berkenalan dengan terdakwa 
di Retro’s cafe dimana saat itu terdakwa bekerja sebagai waters, dan 
akhirnya perkenalan tersebut berlanjut menjadi pertemanan. Setelah 
beberapa hari setelah perkenalan tersebut, terdakwa menelpon Pr.Risqi 
dan meminta Pr.Risqi untuk datang kerumah terdakwa dan menginap. 
Saat saksi Pr.Risqidatang kerumah terdakwa lalu menceritakan kepada 
saksi Pr.Risqi mengenai kegiatannya selama ini yaitu mencarikan laki-laki 
yang ingin berkencan (berhubungan badan) dengan wanita, dan bagi 
wanita yang mau diajak berkencan tersebut akan mendapatkan imbalan 
setelah melakukan hubungan badan. Setelah mendengar ceritera 
terdakwa tersebut, saksi Pr.Risqi merasa tertarik karena selama ini saksi 
Pr.Risqi mempunyai masalah dengan keuangan. 
Setelah pembicaraan tersebut, terdakwa lalu mengajak saksi 
Pr.Risqi untuk menemui seseorang di Hotel Mulia dan sesampainya di 
Hotel terdakwa lansung menemui Lk.Ko Hendra yang adalah orang yang 
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adalah orang yang digunakan Kepolisian sebagai cepu/peluncur untuk 
mengungkap  kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa, 
dimana sebelumnya Lk. Ko Hendra telah menghubungi terdakwa dan 
memesan dicarikan perempuan yang masih virgin / perawan karena ada 
tamu yang memesan, dan akhirnya terdakwa menyanggupi dengan 
ketentuan harus sesuai dengan harganya yang mana terdakwa 
memasang harga untuk perempuan yang masih virgin sebesar Rp. 
30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah). Dan jika telah berhasil, terdakwa 
menjanjikan kepada Lk. Ko Hendra keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 ( 
lima juta rupiah ) untuk dibagi dua sedangkan sisanya akan diserahkan 
kepada  Pr. saksi Risqi yaitu Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ). 
Namun belum sempat terdakwa menerima apapun dari hasil transaksi 
tersebut, tiba-tiba anggota Kepolisian yang menyamar sebagai tamu yang 
memesan lansung menangkap terdakwa dan membawa ke Polresta 
Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut. 
 
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Menimbang, bahwa dari fakta yang terumngkap dipersidangan baik 
dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, maka 
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan 
Terdakwa tersebut diatas dapat memenuhi semua unsur dalam dari pasal 
sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa / penuntut umum kepada diri 
Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu: 
59 
Pertama : Melanggar pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang 
Undang Nomor 21     Tahun 2007 Tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Kedua :Melanggar Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Menimbang, bahwa makna dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum 
dengan dakwaan bersifat Alternatif disini adalah Jaksa / Penuntut Umum 
ragu-ragu terhadap dakwaan mana yang dapat dibuktikan. 
Pemeriksaan saksi-saksi 
1. Saksi Risqi Andani 
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan 
dengan kasus perjualan anak gadis. 
- Bahwa kejadiaannya tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 5 
sore di Hotel Makassar Mulia di Jalan dekat Pelabuhan 
Latunru Makassar. 
- Bahwa yang menjual anak gadis adalah terdakwa 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa seminggu sebelum 
kejadiaan. 
- Bahwa terdakwa bekerja disalah suatu tempat di Hotel 
Qlarion Makassar. 
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan terdakwa dan saksi 
diajak oleh terdakwa ke Retro’s cafe lalu saksi ketemu 
dengan teman terdakwa yaitu VIVI. 
- Bahwa saksi dan terdakwa ke Retro’s cafe untuk bersenang-
senang dan mau bergoyang-goyang. 
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa pulang jam 02.00 
Wita lalu saksi pulang kerumah subuh. 
- Bahwa setelah pulang jam 02.00 Wita saksi ketemu lagi 
dengan terdakwa karena VIVI meminta No. HP saksi dan 3 
hari sebelumnyasaksi bermalam dirumah temannya 
terdakwa. 
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kalau perawan 
dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-. 
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan kepada saksi, waktu 
itu saksi takut pulang kerumah lalu saksi mau gadai HP 
sepupu saksi seharga Rp. 200.000,- lalu saksi cerita kepada 
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terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 
kalau perawan Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,-. 
- Bahwa saksi tinggal dikos-kosan selama 3 hari dan sebelum 
tanggal 28 April 2010 saksi disuruh pulang untuk mengambil 
baju sekolah. 
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah SMS dengan orang 
yang mengambil saksi lalu saksi dengan terdakwa sama-
sama ke hotel. 
- Bahwa saksi kembali dari rumah mengambil pakaian sekolah 
lalu ketemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi 
mandi dan memakai baju sekolah lalu naik taxi menuju hotel, 
lalu terdakwa terdakwa turun duluan dari taxi untuk mencari 
orang yang memesan saksi. 
- Bahwa terdakwa bertemu dengan bertemu dengan saksi, 
lalu saksi dijemput di taxi oleh terdakwa dan yang memesan 
taxi. 
- Bahwa setelah saksi turun dari taxi saksi diajak masuk 
kedalam kamar Hotel, lalu saksi disuruh keluar sedangkan 
sedangkan terdakwa dan orang memesan saksi berbicar, 
saksi berada diluar sedangkan orang yang ada didalam 
kamar memukul terdakwa. 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi ditawarkan dengan harga 
Rp. 30.000.000,- nanti dikantor Polisi barulah saksi tahu 
sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 
hanya Rp. 5.000.000,- s/d Rp.7.000.000,-. 
- Bahwa saksi belum menerima panjar dari terdakwa, lansung 
terdakwa sudah ditangkap Polisi. 
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak biasa menjalankan 
hal demikian. 
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan benar keterangan 
saksi di Polisi 
 
2. Saksi Andi Wahyuni 
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan 
dengan kasus perdagangan anak dibawah umur. 
- Bahwa kejadian hari Rabu, tanggal 28 April 2010 di Hotel 
Makassar Mulia kamar No.207 di Jalan Nusantara Makassar 
- Bahwa awal kejadiannya ada info dari masyarakat bahwa 
sering terjadi penjualan anaksekolah dibawah umur dengan 
nilai sekitar Rp. 30.000.000,-, pada awalnya saksi dan teman 
memancing dengan cara menunggu di Hotel Makassar Mulia 
Kamar 207 untuk dibawakan perawan, kemudian Ko Hendra 
datang bersama terdakwa dan seorang perempuan 
berpakaian sekolah, kemudian terdakwa menawarkan 
kepada saksi harga perawan Rp. 30.000.000,- lalu saksi 
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menawarkan Rp. 20.000.000,-dan akhirnya terdakwa 
menetapkan harga Rp. 27.500.000,- dan saksi setuju, 
kemudian datang teman saksi yangbernama Halid Jafar 
yang meminta kepada kepada terdakwa untuk menyediakan 
seorang perawan lagi, namum terdakwa mengatakan kalau 
yang perawan sementara diluar kota dan menunggu 1 hari, 
sedangkan yang tidak perawan masih banyak tersedia, 
namun Halik Jafartidak menginginkan perempuan yang tidak 
perawan dan setelah itu Polisi yang berpakaian preman 
datang menangkap terdakwa dan membawa terdakwa 
bersama saksi korban ke kantor KPPP Makassar. 
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual perempuan dibawah 
umur tetapi kejadian ini baru dilaporkan. 
- Bahwa yang menempatkan terdakwa didalam kamar adalah 
terdakwa sendiri. 
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada perempuan itu 
apakah dia tahu tujuan berada dalam kamar hotel. 
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar 
keterangan saksi di Penyidik. 
 
3. Saksi Halik Jafar 
- Bahwa awal kejadiannya saksi melalui seorang perantara 
untuk mendapatkan seorang perempuan, lalu saksi datang 
menuju Hotel Makassar Mulia Kamar No. 207, terdakwa 
sudah datang dengan membawa seorang perempuan. 
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa seorang perempuan 
kekamar Hotel, terdakwa tidak menelpon saksi, saksi 
ditelpon oleh perantara dan ditawarkan kepada saksi Rp. 
27.500.000,-. 
- Bahwa didalam kamar Hotel sudah ada teman saksi, 
sehingga teman saksi meminta perempuan satu lagi untuk 
saksi, pada saat itu terdakwa mengusahakan untuk 
mendapatkan seorang perempuan lagi. 
- Bahwa saksi sempat masuk kedalam kamar dna saksi 
melihat perempuan itu memakai pakaian seragam SMA dan 
informasi dari perempuan itu dia masih sekolah. 
- Bahwa saksi sempat menanyakan umur perempuan itu 
katanya umurnya 16 Tahun. 
- Bahwa perempuan itu tahu kalau dia ke hotel untuk melayani 
tamu, karena dia mengatakan kepada saksi bahwa dia masih 
perawan. 
- Bahwa setelah dialog anatar saksi dengan perempuan itu 
lalu digerebek, perempuan yang lain tidak datang. 
- Bahwa orang tua dari perempuan itu tidak tahu kalau 
anaknya ke Hotel. 
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- Bahwa saksi tidak tahu apakah perenpuan itu tahu tujuan dia 
kemamar hotel. 
- Bahwa yang menempatkan perempuan itu didalam kamar 
Hotel adalah terdakwa. 
 
4. Saksi Ko Hendra 
Menimbang, bahwa saksi ke 4 ( empat ) yang bernama Ko 
Hendra, karena yang bersangkutan sudah tidak berada di 
Makassar dan telah dipanggil beberapa kali, maka atas 
persetujuan terdakwa, keterangan saksi –saksi dalam Berita 
Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan; 
- Masalah penawaran Rp. 30.000.000,- tidak benar, yang 
benar adalah Rp. 30.000.000,- itu saya hanya melanjutkan 
dari pembicaraan saksi Ko Hendra ke tamu Hotel. 
- Masalah pakaian seragam sekolah itu adalah perintah dari 
Ko Hendra saya hanya menyampaikan kepada saksi korban 
saja. 
- Masalah peresentasi saya hanya disuruh Ko Hendra 
mengatarkan saksi korban ke tamu Hotel dan disuruh 
tentang anak itu masih perawan. 
- Belum sempat saya bicarakan dengan saksi korban saya 
ditangkap. 
- Masalah fie saya sampaikan kepada tamu. 
 
Pemeriksaan terdakwa 
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus 
perdagangan anak dibawah umur. 
- Bahwa korbannya adalah Risqi Andani 
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi baru 2 minggu. 
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi korban sekolah dimana. 
- Bahwa terdakwa umurnya 16 tahun 
- Bahwa Awal kejadiannya terdakwa ditawarkan oleh teman 
yang bernama Vivi dan saksi korban dikenalkan kepada Vivi 
di Hotel Clarion, setelah berkenalan katanya saksi korban 
lari dari rumah orang tuanya dan butuh uang dan katanya 
saksi korban ingin jual diri. 
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Vivi apakah saksi 
korban ingin menjual diri, dan terdakwa kenal dengan Ko 
Hendra melalui kaki tangannya yang bernama Ita, Ita datang 
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menyampaikan kepada terdakwa kalau ada cewek-cewek 
yang butuh uang kasi tahu kepada Ita. 
- Bahwa terdakwa tidak tahu Ita adalah germo, Ita meminta 
No. HP terdakwa lalu terdakwa menyimpan No. Hpnya Ita. 
-  Bahwa terdakwa mencari cewek-cewek baru Risqi Andani 
yang pertama. 
- Bahwa terdakwa tahu kalau Risqi Andani umurnya 16 tahun 
atas pemberitahuan Risqi Andani sendiri. 
- Bahwa malam Selasa terdakwa dan teman ke Night Club 
datang juga Vivi dan Risqi Andani lalu sama-sama pulang. 
- Bahwa saat terdakwa dan Risqi Andani pulang bersama-
sama yang dibicarakan adalah Risqi Andani menanyakan 
kepada terdakwa ada atau tidak tamu yang dicarikan untuk 
Risqim kelihatannya Risqi mendesak terdakwa dan terdakwa 
menanyakan pasarannya, karena ada permintaan yang 
perawan dan Risqi mengatakan bahwa ia baru berumur 16 
tahun dan masih perawan tetapi terdakwa ragu. 
- Bahwa Ko Hendra yang sms kepada terdakwa harganya Rp. 
30.000.000,- dan besoknya terdakwa tawarkan Risqi. 
- Bahwa terdakwa janjian dengan tamu bertemu dengan tamu 
jam 17.00 Wita, terdakwa siap-siap kerja ada telepon dari Ko 
Hendra menanyakan jadi atau tidak untuk ketemu di Hotel 
Makassar Mulia di Jalan Nusantara. 
- Bahwa terdakwa tidak menetapkan menetapkan pasaran 
perawan Rp. 27.500.000,- 
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi korban Rp. 
7.000.000,- karena itu penawaran dari perantara Ko Hendra. 
- Bahwa terdakwa sangat mengharapkan keuntungan dari 
perdagangan anak dibawah umur. 
- Bahwa terdakwa selalu menjual anak dibawah umur. 
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar 
keterangan terdakwa di penyidik. 
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini. 
 
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapaun tuntutan Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan putusan 
No. 980/PID.B/2010/PN.MKS yang meminta Majelis Hakim untuk 
memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa Rudini Ismail alias Dhoi bin Amiruddin 
bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perdagangan 
Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni 
Dakwaan Pertama pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang 
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Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudini alias Dhoi 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dikurangi masa 
penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan 
perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 120.000.000,-, 
Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000,- (seribu rupiah) 
 
D. Amar Putusan 
Dalam perkara Nomor 980/PID.B/2010/PN.MKS Hakim memeriksa 
dan memutus perkara berupa sanksi: 
a. Menyatakan terdakwa Rubini Ismail alias Dhoi Bin Amiruddin 
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana :” Percobaan Perdagangan 
Anak”. 
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda 
Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 
e. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1000,- (seribu rupiah). 
 
E. Analisis Penulis 
1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim 
terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Tindak Pidana 
Perdagangan Anak terhadap putusan No.980./PID.B/2010/ 
PN/MKS. 
Setelah menganalisa dakwaan penuntut umum dalam perkara 
tersebut diatas, penulis mendapati bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara ini berbentuk dakwaan alternatif, dimana dalam hal ini terdakwa 
dikenakan dakwaan pertama yaitu: Undang Undang Nomor 21 Tahun 
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2007, yang dimana bentuk surat dakwaan ini bersifat mengecualikan 
dakwaan. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapatkan kepastian 
tentang tindak pidana yang paling tepat dibuktikan. 
Hasil wawancara Penulis pada tanggal 28 Oktober 2012 dengan 
Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dalam 
menjatuhkan dakwaan apabila menggunakan bentuk surat dakwaan 
kumulatif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum pada saat itu hanya menitik 
beratkan atau fokus terhadap dakwaan pertama saja dan belum 
didapatkan kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat dapat 
dibuktikan. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan Hakim (Tanggal 24 
Oktober 2012) yaitu Hakim hanya mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum yang dimana Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil jenis 
dakwaan alternatif, berhubung kasus ini mengenai pecobaan atau poging, 
maka Jaksa tidak mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dalam menjatuhkan pidana. 
Melihat fakta-fakta mengenai pemeriksaan terdakwa,saksi-korban  
diatas, Jaksa Penuntut Umum kurang memperhatikan dakwaan kedua 
dimana dari aspek korban merupakan anak dibawah umur  yaitu berusia 
16 (enam belas) tahun yang dimana korban masih duduk di bangku SMA. 
Hal ini mengingat makin maraknya perdagangan anak guna untuk tujuan-
tujuan tertentu mengingat mereka merupakan aset dan yang sangat 
essensial dan potensial bagi kemajuan bangsa dan Negara ini, dan 
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perdagangan anak juga mempunyai peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 
83: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak 
untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 tahun, dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”. Jadi pasal inilah yang juga 
mengatur tentang memperdagangkan anak sebagai korban. 
Adapun dakwaan dalam bentuk percobaan Jaksa Penuntut Umum 
mengenakan pidana materiil yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Pasal 10 bahwa: “Setiap orang yang melakukan percobaan untuk 
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 
dan Pasal 6”. 
Namun, Penulis kurang sepakat dengan dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum yang hanya mendakwa, terdakwa hanya dengan Undang Undang 
No. 21 Tahun 2007 Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1, walaupun memang sudah 
diatur mengenai percobaan didalam undang-undang tentang perdagangan 
orang tetapi aturan dasar mengenai percobaan ada pada KUHP Pasal 53 
dan 54 dan dikarenakan didalam KUHP telah diatur secara terperinci 
beserta unsur-unsurnya tentang Pasal percobaan itu sendiri yaitu Pasal 
53 ayat 1  bahwa: “Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam 
hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya 
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perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanya lantaran hal 
yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”. 
Jadi, menurut analisis Penulis Jaksa Penuntut Umum dan Hakim 
kurang tepat menjatuhkan pidana materiil dalam kasus ini yang dimana 
menurut hemat Penulis dikarena berbagai hal seperti Penulis paparkan 
diatas semestinya Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan 
kumulatif yaitu dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 10 
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan 
Orang dan Jo Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dikarenakan terdakwa didakwa sekaligus dan tindak 
pidana tersebut berdiri sendiri. 
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dalam Putusan No. 980/PID.B/2010/PN/MKS?  
Dalam wawncara penulis dengan salah satu anggota majelis hakim 
yaitu Dr. H.Zainuddin, SH.M.,Hum (Tanggal 24 Oktober 2012) yang pada 
dasarnya berpendapat bahwa: 
Dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang 
menjadi acuan yaitu : 
1) Asas Kepatian Hukum 
2) Asas Keadilan 
3) Asas Kemanfaatan 
Dalam kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan 
perundangan-ungangan. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada 
sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan 
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sosial sehubungan dengan kasus ini, hal ini jura member efek jera 
terhadap terdakwa dan  orang lain agar tidak mengulangi atau meniru lagi 
perbuatan yang sama. Asas kemanfaatan biasanya diarahkan kepada 
yang terdakwa/terpidana, jadi jangan sampai pemidanaan yang diberikan 
tidak bermanfaat bagi terdakwa/terpidana. 
Secara teknis dalam kasus ini, majelis hakim sudah tepat dalam 
mengadili dikarenakan berdasarkan Pasal 33 KUHP Jo Pasal 22 ayat 4 
KUHAP yang mengatur tentang lamanya terdakwa berada dalam masa 
penahanan akan dikurangi seluruhnya pada saat menjalani kasus ini, 
berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b KUHP menetapkan agar supaya 
terdakwa tetap ditahan, dan Berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdakwa 
akan dibebani biaya pekara, maka majelis hakim memenuhi secara formil 
telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada berdasarkan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
Berdasarkan analisa penulis tentang pertimbangan hukum hakim 
dalam perkara putusan Nomor 980/PID.B/2010/PN/MKS, penulis 
sependapat dengan hal tersebut dikarenakan dalam memutuskan perkara 
Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang logis dan 
relevan, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya sesuai 
dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan 
pemaaf, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu: 
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Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih 
dibawah umur 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatan yang ia 
lakukan. 
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan tidak mengulangi 
lagi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang. 
Berdasarkan uraian yang diatas maka Penulis sepakat dengan 
pertimbangan hakim secara umum akan tetapi hakim pula perlu 
mempertimbangkan bahwa apakah terdakwa pernah atau belum pernah 
dihukum sebelumnya dalam kasus atau perkara yang sama, agar aspek 
dalam pidana formil itu sesuai sehingga pidana materil dapat ditegakkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian hasil analisis data hasil penelitian di atas, 
maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Penerapan hukum Pidana Materil terhadap Percobaan Tindak 
Pidana Perdagangan Anak terhadap putusan No. 
980/PID.B/2010/PN.MKS. Didasarkan pada fakta-fakta 
penyidikan, persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi 
keterangan terdakwa, petunjuk, unsur-unsur yang terkandung 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam putusan yang 
dikeluarkan oleh Hakim terdapat kesesuaian dengan dalam 
dakwaan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 10 Jo Pasal 2 
Undang Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
Menurut Penulis, penerapan sanksi hukum pidana materil dalam 
perkara ini kurang tepat dalam menjatuhkan pidana materil 
tersebut dikarenakan, dakwaan Alternatif  yang digunakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dan dikabulkan oleh Hakim akan tetapi 
Jaksa Penuntut Umum kurang jeli dalam melihat anak sebagai 
korban sebagaimana dakwaan kedua, jadi menurut analisis 
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Penulis maka seharusnya menggunakan dakwaan kumulatif 
yang menggabungkan dakwaan pertama dan kedua. Semua 
tindak pidana yang didakwakan telah terbukti satu persatu baik 
itu dakwaan pertama maupun yang kedua.  
Dalam hal percobaan pun Jaksa Penuntut Umum kurang 
memperhatikan Pasal 53 KUHP yang dimana mengatur aturan 
dasar mengenai percobaan itu sendiri, jadi dari pemaparan yang 
diatas maka semestisnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis 
Hakim menuntut terdakwa dengan pasal Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo 
Pasal 53 KUHP jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang dan Jo Pasal 83 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
percobaan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan 
oleh terdakwa Rudini Ismail Alias Doi Bin Amiruddin secara 
umum telah sesuai dengan hukum pidana formil, baik itu berupa 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta peraturan 
Perundang-undangan yang konteks dengan kasus ini. 
Majelis Hakim juga memperhatikan 2 (dua) aspek yaitu: aspek 
yuridis dan aspek non yuridis dalam pertimbangan Majelis 
Hakim, sehingga mempengaruhi pertimbangan Hakim seperi 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun 
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ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam pertimbangan 
Majelis Hakim seperti: apakah terdakwa pernah dihukum 
sebelumnya dalam kasus yang sama atau berbeda, jadi 
menurut Penulis Hakim kurang memperhatikan hal-hal seperti 
yang penulis paparkan diatas. Dipertimbangkan apakah 
terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah 
dikarenakan memberi efek jera atau menambahkan pidana 
penjaranya atau pidana dendanya. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang sekiranya dapat Penulis berikan sehubungan 
dengan penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan 
atau menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa mengenai 
percobaan tindak pidana perdagangan anak hendaknya lebih 
mencermati dan teliti dalam menjatuhkan dakwaan dan lebih 
mengerti tentang dasar-dasar mengenai percobaan walaupun 
ada peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya tetapi 
dasar percobaan dalam Pasal 53 KUHP tidak dapat 
diselewengkan dalam hal percobaan. 
2. Dalam proses penanganan suatu perkara dimana anak sebagai 
korban  tindak pidana haruslah selalu memperhatikan peraturan 
perUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan 
73 
anak, apalagi ini merupakan tindak pidana extra ordinary crime 
yang dimana kejahatan luar biasa yang perlu diberantas. 
3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka perlu 
memperhatikan terdakwa yang dimana jangan sampai terdakwa 
sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus yang sama 
walaupun berbeda maka tujuan dari pemidanaan itu tidak 
tercapai, jadi Majelis Hakim perlu mengetahui apakah terdakwa 
dalam kasus ini baru pertama kalinya atau sudah berulang kali 
melakukan tindak pidana. 
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